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ABSTRAK

Received [13 Agustus 2026] Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan merek Eiger di
Revised [23 Oktober 2026] platform Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Accepted [25 Oktober 2026] Indikasi Geografis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk

perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Eiger serta apa saja hambatan dalam
penegakan hukumnya di platform Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Eiger diberikan dalam dua

bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui
pendaftaran merek, larangan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau
Counten‘elt'Products, Eiger keseluruhannya, serta mekanisme notice and takedown pada platform Shopee. Sementara itu,
Trademark; Shopee. perlindungan represif ditempuh melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, penghentian
penggunaan merek tanpa hak, penghapusan produk tiruan, dan penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku pelanggaran merek. Adapun hambatan penegakan hukum yang ditemukan
meliputi sulitnya mengidentifikasi pelaku, praktik kloning akun, keterbatasan pengawasan
terhadap transaksi digital, volatilitas alat bukti elektronik, serta rendahnya kesadaran hukum
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This study examines the legal protection against the distribution of counterfeit Eiger-branded
products on the Shopee platform based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and
Geographical Indications. The research addresses two main issues: the forms of legal protection
available to Eiger trademark rights holders and the obstacles encountered in enforcing trademark
protection on the Shopee platform. The research employs a normative juridical legal research
method using both statutory and case approaches. The findings indicate that legal protection for
the Eiger trademark is provided through two forms, namely preventive and repressive protection.
Preventive protection is implemented through trademark registration, the prohibition of the use of
trademarks that are identical or substantially similar to registered trademarks, and the application
of the notice-and-takedown mechanism on the Shopee platform. Meanwhile, repressive
protection is pursued through civil lawsuits filed with the Commercial Court, the cessation of
unauthorized trademark use, the removal of counterfeit products, and the imposition of criminal
sanctions against trademark infringers. The study further reveals several obstacles to law
enforcement, including difficulties in identifying offenders, the practice of account cloning, limited
monitoring of digital transactions, the volatility of electronic evidence, and the low level of legal
awareness among some consumers. Therefore, effective legal protection of trademarks in the
digital marketplace requires stronger synergy among trademark rights holders, e-commerce
platforms, and law enforcement authorities.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi perdagangan
dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (e-commerce). Indonesia menjadi salah satu
pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh pesatnya perkembangan platform marketplace, salah satunya
Shopee, yang menyediakan sarana bagi jutaan pelaku usaha untuk memasarkan produk kepada
konsumen secara daring.

Di balik kemudahan transaksi tersebut, e-commerce juga menghadirkan tantangan berupa
meningkatnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pelanggaran hak merek melalui
peredaran barang tiruan (counterfeit). Produk tiruan memanfaatkan persamaan merek, logo, maupun
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desain dengan tujuan mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan dari reputasi merek terkenal.
Kondisi ini tidak hanya merugikan pemegang hak merek, tetapi juga merugikan konsumen, pelaku usaha
yang sah, dan perekonomian nasional.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik
merek terdaftar. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan peredaran
produk palsu di platform e-commerce. Karakteristik transaksi digital yang cepat dan anonim masih
menjadi tantangan dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek.

Salah satu merek lokal yang kerap menjadi sasaran pemalsuan adalah Eiger milik PT Eigerindo
Multi Produk Industri. Produk-produk tiruan, seperti tas, jaket, dan perlengkapan outdoor, banyak
dipasarkan melalui Shopee dengan menggunakan logo dan desain yang menyerupai produk asli serta
dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Praktik tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi,
menurunkan reputasi merek, serta berpotensi menyesatkan konsumen karena kualitas produk tiruan
tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain merugikan pemegang hak merek, peredaran produk palsu juga berdampak terhadap
ekosistem usaha, khususnya jaringan distributor dan reseller resmi yang sebagian besar merupakan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persaingan usaha yang tidak sehat akibat penjualan barang
tiruan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap produk lokal
serta pengembangan perdagangan digital yang sehat.

Dalam praktiknya, Shopee menerapkan mekanisme notice and takedown sebagai bentuk
pelaksanaan Safe Harbor Policy, yaitu penghapusan produk setelah adanya laporan dari pemilik merek.
Akan tetapi, mekanisme tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat reaktif dan belum disertai
sistem pengawasan yang proaktif terhadap produk yang didaftarkan oleh penjual. Kondisi ini
menunjukkan perlunya peningkatan tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran barang
yang melanggar hak merek.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di ruang digital juga menghadapi berbagai
kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku, keterbatasan pembuktian elektronik, serta lemahnya
pengawasan terhadap aktivitas perdagangan daring. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
pemegang hak merek, penyelenggara platform e-commerce, dan pemerintah untuk memperkuat
perlindungan hukum melalui penerapan mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta pemanfaatan
teknologi dalam mendeteksi produk palsu.

LANDASAN TEORI
Teori Perlindungan
Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori. Pertama, Teori Perlindungan Hukum dari
Philipus M. Hadjon digunakan untuk menjelaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan perlindungan
atas hak subjek hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Dalam konteks merek, perlindungan
preventif tampak pada sistem pendaftaran merek (first to file), sedangkan perlindungan represif tampak
pada gugatan perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek.

Teori Efektivitas dan Sistem Hukum

Efektivitas tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum dan
budaya hukum. Dalam kasus produk tiruan di marketplace, permasalahan sering muncul karena aturan
belum sepenuhnya adaptif, aparat penegak hukum menghadapi kendala teknis, dan masyarakat masih
permisif terhadap barang tiruan

Teori Pertanggung jawaban Hukum
Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan untuk menempatkan tanggung jawab secara
proporsional antara penjual, pemilik platform, dan pihak lain dalam ekosistem e-commerce. Penjual yang
memperdagangkan barang tiruan memikul tanggung jawab utama, sedangkan platform dapat dimintai
pertanggungjawaban sejauh lalai melakukan pengawasan atau tidak menindaklanjuti pelanggaran
dengan cepat.
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan
menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengkonstruksikan argumentasi hukum, dan menarik
kesimpulan secara logis dan sistematis.
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Pendekatan Penelitian

Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu
hukum yang diteliti, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
geografis serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pendekatan kasus (case approach): Dilakukan dengan cara menelaah kasus spesifik dan aktual, yakni
peredaran produk dengan merek Eiger tiruan di platform e-commerce Shopee.

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara
hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-
undangan (seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta UU No. 1 Tahun
2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), serta dokumen hukum resmi lainnya seperti
Kebijakan Privasi dan Aturan Layanan (Terms of Service) platform Shopee terkait perlindungan hak
kekayaan intelektual.

Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang memberikan
penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder
meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu (skripsi/tesis), serta artikel ilmiah
yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal di platform digital.

Bahan hukum tersier: Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk,
referensi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan
hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta
ensiklopedia hukum.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Kualitatif Normatif.
Seluruh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah,
diklasifikasikan, dan dihubungkan satu sama lain untuk kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang
sistematis, logis, dan efektif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode Deduktif, yaitu beranjak dari
kaidah, norma, atau peraturan hukum yang bersifat umum (Undang-Undang Merek dan konsep
perlindungan hukum), untuk kemudian ditarik ke konklusi yang bersifat khusus guna menjawab
permasalahan peredaran produk Eiger tiruan di platform Shopee

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Eiger dapat dibedakan menjadi
perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup pendaftaran merek, larangan
penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, serta mekanisme
pengawasan pada platform Shopee melalui notice and takedown. Pada tahap ini, pendaftaran merek
menjadi instrumen utama karena hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.

Perlindungan represif dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran. Pemegang hak merek dapat
menempuh gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, meminta penghentian penggunaan merek tanpa hak,
mengajukan penghapusan produk tiruan, serta mendorong penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
pelanggaran. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi mencegah, tetapi juga memulihkan hak
yang dirugikan.

Hambatan utama penegakan hukum terletak pada aspek identifikasi pelaku, pengawasan transaksi
digital, dan pembuktian elektronik. Penjual dapat menggunakan akun kloning, identitas palsu, dan pola
distribusi yang cepat berubah. Selain itu, alat bukti elektronik mudah dihapus, sehingga pembuktian
menjadi lebih kompleks. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan
pelaksanaan di lapangan karena koordinasi antara pemilik merek, platform, dan aparat penegak hukum
belum berjalan sepenuhnya optimal.

Dari perspektif sistem hukum, persoalan ini menunjukkan bahwa substansi hukum sudah tersedia,
tetapi struktur hukum dan budaya hukum masih perlu diperkuat. Platform e-commerce perlu bergerak
lebih proaktif melalui verifikasi penjual, penyaringan otomatis berbasis teknologi, dan respons cepat
terhadap laporan pelanggaran. Sementara itu, aparat penegak hukum memerlukan koordinasi lintas
sektor agar penanganan perkara merek di ruang digital tidak berhenti pada penghapusan konten semata,
melainkan juga menyentuh aspek tanggung jawab hukum pelaku
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertama, perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan merek Eiger di platform Shopee
telah tersedia secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif dan represif yang memberi dasar
bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak eksklusifnya.

2. Kedua, hambatan penegakan hukum masih cukup signifikan, terutama berkaitan dengan identifikasi
pelaku, penggunaan akun anonim, keterbatasan pengawasan terhadap marketplace, serta
kompleksitas pembuktian elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ruang
digital belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan teknis, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran
hukum masyarakat

Saran

1. Kepada PT Eigerindo Multi Produk Industri selaku pemegang hak merek Eiger Diharapkan untuk
meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk tiruan di platform e-commerce, khususnya
Shopee, melalui pemantauan secara berkala dan pemanfaatan mekanisme notice and takedown
secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri produk Eiger
asli guna meminimalisir pembelian produk tiruan.

2. Kepada pihak Shopee dan pemerintah Diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap
produk yang diperdagangkan di platform marketplace dengan menerapkan verifikasi penjual yang
lebih ketat, meningkatkan penggunaan teknologi untuk mendeteksi produk yang diduga melanggar
hak merek, serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan aparat
penegak hukum dalam penanganan pelanggaran merek di ruang digital.

3. Kepada masyarakat sebagai konsumen Diharapkan agar lebih berhati-hati dan selektif dalam
melakukan transaksi elektronik dengan memastikan keaslian produk sebelum melakukan pembelian.
Kesadaran konsumen untuk tidak membeli produk tiruan sangat penting dalam mendukung
perlindungan hak merek, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mengurangi peredaran
barang palsu di platform e-commerce
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